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PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 39 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DABRAH

Menimba,ng : a.

TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IVIAHA ESA

BUPATI KARO,

trahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2A2A telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2A
sebagaimana telah diubah Lreberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2O2A tentang PeruLrahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2ALg tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O;
bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2A2A
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O2A
tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Fendapatan dan
Beianja Negara Tahun Anggaran 2A2A, terdapat alokasi pagu
anggaran DAK Fisik untuk Kabupaten Karo;
bahwa berdasarkan ketentuan pada angka V.9 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2419 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2A, Pemerintah Daerah menganggarkan
pendapatao yang bersumher dari clana transfer ke daerah yang
penggunaannya sudah ditentukan deugan petunjuk teknis sesuai
peraturan perundang-undangan. Dalam hal penganggaran dana
transfer ke daerah dimaksud penggunaannya tidak sesuai dengan
petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan
penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan
terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2O2A dengan
pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2O2O atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan peri-rbahan APBD
Tahun Anggaran 2O2A;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
87 /PMK.A7 /2A2A tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
Tambahan Tahun Anggaran 2O2O, bahwa Kebupaten Karo
mendapatkan alokasi Dana insentif Daerah Tambahan;

e. bahwa...

b.

C.

d.



t]. bahr,va berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Paraturan Bupati
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202O;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten*Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor fi92);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;
Llndang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan
Negara ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  a38);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011" tentang Pembe*tukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234\ sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ilembararl Negara
Republik Indonesia Tahun ?ALg Nornor 183, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2AM Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 TaLrun 2AL4 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun
2O2A tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2ALg
(Covid-i9) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2A2O Nomor 87, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 6a85);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575\;

10. Peraturan Pemerintah...
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RepuLrlik Indonesia
Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2AI9 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 22O);

12. Peraturan Presiden N+mor 54 Tahun 202A tentang Perutrahan
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2O2A (Lembaran Negara Repubiik indonesia
Tahun 2O2A Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2O2O {Lembaran Negara Republik lndonesi-a
Tahun 2O2O Nomor 155);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2}ll tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun2011Nomor3i0);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2A2A (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 655);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor BZIPMK.OTl2O2O tentang
Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran
2O'2A [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor 7821;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O

{Lembaran Daerah Kahrupaten Karo Tahun 2019 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05);

18. Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 37);

19. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun zArc tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah {Berita Daerah Katrupaten Karo Tahun zALo
Nomor 35) sebagaimana telah diuLrah dengan Peraturan Bupati
Karo Nomor 04 ?ahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2Arc tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2Ol7 Nomor 04);

20. Peraturan Bupati...



Menetapkan

20. Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2}lg tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah
diubah beberapa kaii terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor
24 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Karo Tahun
Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2O2O
Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2AD TBNTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERqH
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasai i

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2Ol9
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O {Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2Ol9 Nomor 45}
sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 24 Tahun 2O2A tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2ALg tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran
2O2O (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun ZQZA Nomor 24) diubah
seLragai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

a. Pendapatan
1. Pendapatan

Asii Daerah
2. Dar'a

Perimbangan
3. Dana iain-lain

pendapatan
daerah yang
sah

Jumlah

b. Belanja
1. Belanja Tidak

Langsung
1) Belanja

Pegawai
2) Belanja

Hibah
3) Belanja

Bantuan
Sosiai

Rp. 84.376.2O3.O72

Rp. 867.826.359.000

Rp. 287 .3O1.142.325
Pendapatan Rp. 1.239.503.7O1.397

Rp. 633.848.816.506

Rp. 5.92O.822.876

Rp. 100.000.000

4) Belanja Bagi...



Beianja
Bagi Hasil
kepada
Provinsi/
Kabupaten/
Kota dan
Pemerintah
an Desa Rp. 3.47 L.815.262
Beianja
Bantuan
Keuangan
kepada
Provinsi/
Kabupaten/
Kota dan
Pemerintah
an Desa Rp. 269.208.090.900
Belanja
Tidak
Terduga Rp. 45.508.799.632

Rp. 958.058.345.176

Rp. 64.715.758.062

Rp. 274.927.036.846

Rp. 75.997.8O7.343
Rp. 4LI,640,502,251

Jumlah Belanja Rp. I.369.698.947 .427
Surplus/(defisit) Rp. (130. i95.243.030)

3. Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp.

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Rp.
Sebelumnya

Pembiayaan Netto Rp.
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp.

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana
terca*tum dalam Lampiran i yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran il diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagtan tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

A\1l

s)

6i

2. Belanja
Langsung
1) Belary'a

pegawai
2\ Belanja

barang
dan jasa

3) Belanja
modal

i30.195.243.030

130. iq5.243.030
130. i95.243.030

Pasal II...



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan"

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe

Diundangkan di Kabanjahe

KARO,

N PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2A2O NOMOR ?s

?? n&u6?"J 2O2O


